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ABSTRAK

Kehadiran BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) memberikan
alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 61
Tahun 2020 mengubah lanskap penyelesaian sengketa di sektor keuangan.
Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara non-
litigasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BASYARNAS yang tidak terdaftar sebagai
LAPS-SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)
di OJK mengalami pelemahan status hukum serta berkurangnya legitimasi
dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode
kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan arbiter
dan pegawai BASYARNAS, sedangkan data sekunder diperoleh dari regulasi
serta literatur akademik. Analisis dilakukan untuk memahami implikasi hukum
dari perubahan regulasi terhadap status dan fungsi BASYARNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi baru membatasi peran
BASYARNAS secara signifikan dan mengurangi opsi penyelesaian sengketa
berbasis syariah. Hal ini bertentangan dengan prinsip maslahah karena
menghambat akses keadilan yang sesuai syariah. Oleh karena itu, perlu adanya
rekonstruksi hukum yang mengakui peran BASYARNAS dalam sistem hukum
nasional agar keberadaan dan kewenangannya tetap relevan dan efektif.

Kata Kunci: BASYARNAS, Sengketa Ekonomi Syariah, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023, Prinsip Maslahah
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ABSTRACT

The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) serves as a non-litigation
dispute resolution institution based on sharia principles. Its presence offers an
alternative dispute resolution mechanism that is efficient, fair, and aligned with
Islamic values. However, the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the
Development and Strengthening of the Financial Sector, along with OJK
Regulation Number 61 of 2020, has reshaped the landscape of dispute resolution
in the financial sector. These regulations stipulate that non-judicial dispute
resolution may only be conducted by institutions approved by the Financial
Services Authority (OJK). Since BASYARNAS is not registered as a Financial
Services Sector Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK), its legal standing and
legitimacy in resolving sharia financial disputes have weakened.

This study employs a juridical-empirical approach using a descriptive qualitative
method. Primary data were collected through interviews with BASYARNAS
arbitrators and staff, while secondary data were obtained from regulations and
academic literature. The analysis focuses on the legal implications of regulatory
changes on the status and function of BASYARNAS.

The findings indicate that the new regulations significantly limit BASYARNAS's
role and reduce options for sharia-based dispute resolution. This contradicts the
principle of maslahah, as it hampers access to justice aligned with Islamic
values. Therefore, legal reconstruction is needed to formally recognize
BASYARNAS within the national legal system, ensuring its relevance and
authority in resolving Islamic financial disputes.

Keywords: BASYARNAS, Sharia Economic Dispute, Law Number 4 of 2023,
Maslahah Principle
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“Sesungguhnya syariat itu seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan

kemaslahatan bagi manusia.”

— Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in
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Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
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(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya)

b. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan 4
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa bisa muncul akibat perbuatan yang melanggar hukum dan/atau
ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Salah seorang pihak
dianggap ingkar janji dan tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) apabila
pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban apapun, atau apabila
melaksanakan kewajiban namun tidak sejalan dengan yang telah dijanjikan,
melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, atau melanggar kesepakatan lainnya dalam
perjanjian.' Begitu pula dalam sektor keuangan, semakin banyak dan seringnya
kegiatan ekonomi dilakukan, semakin besar peluang terjadinya sengketa dalam
kegiatan tersebut.”> Dalam setiap sengketa yang timbul, kedua pihak umumnya
menginginkan penyelesaian yang cepat dan mudah. Namun, untuk mencapai

kesepakatan, dibutuhkan cara yang baik dalam menyelesaikan sengketa yang ada.’

Ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

! Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan
UU No.21 Tahun 2008 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 35-36.

2 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dan Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), him.
41.

3 Mujahidin Ahmad, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari”ah (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), him. 46.



Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan
untuk menanggapi, meneliti, memutuskan, dan menuntaskan masalah tingkat
pertama dalam perkara umat Muslim di ranah ekonomi syariah. Perluasan ini
telah memenuhi pertumbuhan dan persyaratan hukum bagi populasi, terutama
populasi beragama Islam di Indonesia. Namun, agar tidak ada konflik di
masyarakat dengan sistem penyelesaian hukum, perlu ada kesinambungan
antara perkembangan masyarakat dan ketentuan hukum.

Upaya penyelesaian sengketa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang meyatakan bahwa perkara perbankan syariah berhak diselesaikan
melalui dua jalan, yaitu di lingkup peradilan dan lembaga di luar peradilan,
seperti yang disebutkan sebelumnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor 9/19/2007 Pasal 4 mengenai Penyelesaian Sengketa Antara Bank
Dengan Nasabah menjelaskan bahwa langkah untuk penyelesaian sengketa
dilakukan dengan musyawarah, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka akan
dilanjutkan melalui mediasi. Namun, apabila belum juga mendapat kata
sepakat, maka lembaga peradilan agama atau arbitrase syariah dapat digunakan
untuk menangani suatu perkara. Lembaga arbitrase syariah yang menjadi
pilihan favorit untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah adalah Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), karena BASYARNAS adalah
lembaga arbitrase paling pertama yang menerapkan aturan syariah di

Indonesia.



Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) termasuk salah di
antara lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang berdiri dengan sistem
otonom dan indepenen sebagai salah satu forum hukum yang menyelsaikan
sengketa baik sengketa dari lingkup bank syariah maupun dari lingkup lain
yang memerlukan lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa.*
Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah sebagai tempat penyelesaian perkara
muamalat di bidang perdagangan, keuangan, atau bidang lain yang
menginginkan penyelesaian perkara secara cepat dan adil sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

Kehadiran BASYARNAS disambut dengan baik oleh masyarakat
sebagai alternatif tempat penyelesaian sengketa syariah sehingga
keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki
sengketa ekonomi syariah. Alternatif penyelesaian sengketa ini cukup banyak
diminati oleh pelaku bisnis karena dirasa lebih efisien baik waktu dan biaya
serta menerapkan “win-win solution” dalam penyelesaian perkara. Proses
persidangan maupun putusannya bersifat rahasia, tertutup dan tidak
dipublikasikan, namun keputusannya tetap bersifat final dan mengikat kedua

belah pihak. Selain itu, penunjukan arbiter sebagai pemeriksa perkara

4 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama Indonesi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
hlm. 167.



merupakan seorang ahli di bidang yang disengketan sehingga bisa memberikan
penilaian yang lebih cermat dan objektif.’

Kehadiran BASYARNAS sekarang nampaknya mulai semakin redup.
Hal ini salah satunya disebabkan karena munculnya peraturan-peraturan baru
yang bertentangan dan menjadi batasan bagi BASYARNAS sebagai badan
arbitrase Islam Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 mengenai Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan dalam Pasal 246 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4
Tahun 2023 menyebutkan sesungguhnya Lembaga Arbitrase Penyelesaian
Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) harus diakui oleh otoritas sektor
keuangan dan ketentuan mengenai pembetukan dan syarat-syarat LAPS-SK
tersebut tercantum dalam aturan otoritas sektor keuangan. Peraturan ini
dikuatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 yang
terdapat dalam beberapa pasal. Pasal 6 POJK Nomor 61 Tahun 2020
menyatakan bahwa seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat

memanfaatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bidang jasa

5 Samsul Bahri, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Basyarnas DIY Menurut

Undang-undang No. 30 Tahun 1999,” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2021), him.

8.



keuangan® hanya ditangani oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan’ yang
terdaftar di OJK. Pasal 7 menyebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan
tersebut harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Dalam Pasal 8 ayat 3
menyebutkan ketentuan yang harus dijalankan oleh LAPS-SJK agar
memperoleh persetujuan dari OJK, salah satunya tersebut dalam huruf ¢ yaitu
LAPS-SJK didirikan oleh PUJK harus berkoordinasi dengan asosiasi sektor
jasa keuangan dan/atau Self-Regulatori Organization (SRO).®

Konsekuensi dari peraturan tersebut berdampak cukup signifikan pada
BASYARNAS. Hal itu disebabkan karena BASYARNAS tidak terdaftar dalam
LAPS-SJK sehingga menyebabkan kedudukan BASYARNAS menjadi lemah
sebagai lembaga arbitrase di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi
kontraproduktif terhadap BASYARNAS karena BASYARNAS sebagai
lembaga independen yang bukan dibentuk oleh asosiasi atau SRO tidak dapat
mengajukan izin dan terdaftar di OJK. Dengan demikian, kelunturan
kewenangan BASYARNAS tercermin dari adanya ketidaksesuaian dengan
regulasi baru yang mengatur sistem penyelesaian perkara keuangan di luar

pengadilan (non-litigasi). Dampak lain dari regulasi tersebut terletak pada

¢ PUJK adalah singkatan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. PUJK adalah lembaga jasa
keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, seperti penghimpunan
dana, penyaluran dana, dan pengelolaan dana.

7 LAPS-SJK atau singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22
September 2020 oleh Self' Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan
sektor jasa keuangan.

8 Self-regulatory organization (SRO) atau organisasi pengaturan mandiri adalah organisasi
non-pemerintah yang berwenang untuk membuat dan menegakkan peraturan dan standar industri
atau profesi tertentu. SRO bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan investor, serta
mendorong ketertiban di antara bisnis dan organisasi.



perbedaan aspek hukum pada dasar hukum BASYARNAS dan terbatasnya
pilihan forum penyelesaian sengketa bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
yang sebelumnya mengandalkan BASYARNAS sebagai tempat penyelesaian

sengketanya karena sesuai dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis perubahan hukum terhadap status dan fungsi
BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
pasca Undang-undang No. 4 Tahun 2023?
2. Bagaimana kemaslahatan atas perubahan status dan fungsi BASYARNAS
sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) berdasarkan

prinsip maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisa status hukum BASYARNAS sebagai lembaga alternatif
penyelesaian perkara pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 dan
POJK Nomor 61 Tahun 2020.
b. Menganalisa fenomena perubahan hukum terhadap status dan fungsi
BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

(LAPS)



2. Kegunaan Penelitian

a. Dalam teorinya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan wawasan tentang peraturan yang resmi tentang
penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi di
Indonesia.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
wawasan tentang perkembangan BASYARNAS terkait status hukum
dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di sektor

keuangan.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka menguraikan sekian di antara penelitian ilmiah lain
yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa
penelitian tersebut dipetakan berdasarkan 2 (dua) fokus pembahasan penilitian,
yakni penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada penyelesaian
perkara ekonomi syariah baik dengan litigasi ataupun non litigasi yang meliputi
pembahasannya pada BASYARNAS dan sistem perundang-undangan di
Indonesia.

Pertama, penelitian yang meneliti terkait penyelesaian perkara
ekonomi syariah dengan litigasi maupun non litigasi, baik kajian dalam
pelaksanaan maupun kewenangan. Penelitian pertama yang ditemukan adalah

penelitian oleh Muhamad Kholid yang berjudul “Kepastian Hukum Dalam



Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan Dengan UU
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapilitian Dan Penundaan Pembayaran
Utang”.” Penelitian tersebut memberikan kesimpulan yaitu keputusan
pengadilan niaga yang menangani perkara ekonomi syariah tentang kepailitan
dan penundaan kewajiban pelunasan utang tidak memenuhi ketentuan
kepastian hukum karena pengadilan tersebut berfokus pada pertimbangan
undang-undang kepailitan dan mengabaikan aturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Akibatnya, keputusan
tersebut tidak sah dan tidak berlaku. Putusan pengadilan niaga mengenai
perkara ekonomi syariah perkara kepailitan dan penundaan pelunasan utang
tidak cukup memenuhi syarat kemanfaatan hukum karena tetap menyisakan
masalah atau menyebabkan konflik baru setelah diputuskan.

Penelitian selanjutnya oleh Intan Griya Purnamasari dengan berjudul
“Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
93/PUU-X/2012”1°. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah selama
bertahun-tahun, peraturan yang mengatur eksekusi putusan BASYARNAS
berubah berkali-kali sampai Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara

® Muhamad Kholid, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Kepailitan Dihubungkan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapilitian Dan Penundaan
Pembayaran Utang,” Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021).

19 Intan Griya Purnamasari, “Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-
X/2012,” Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (2020).



ekonomi syariah. Akibatnya, PERMA No. 14 Tahun 2016 dikeluarkan, hingga
menetapkan bahwa eksekusi putusan BASYARNAS dieksukusi oleh
Pengadilan Agama.

Penelitian lain oleh Nida’ul Haque dengan berjudul “Penyelesaian
Sengketa Pembiayaan Murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta”.!'! Kesimpulan dari penelitian
ini adalah permintaan permohonan arbitrase telah dilakukan dengan tepat.
Biaya perkara yang dikeluarkan telah disesuaikan dengan standar biaya
arbitrase BASYARNAS-MUI. Tetapi, biaya arbiter tidak diberikan kepada
arbiter, tetapi diberikan kepada fungsional lembaga. Pemeriksaan dan
pembuktian dilakukan secara rahasia dan tertutup. Dalam membuat keputusan
mereka, majelis arbiter menggunakan prinsip keadilan dan kepatuhan, yang
berarti semua pihak berhak setara untuk mengemukakan pendapat mereka.
Mereka juga menggunakan prinsip untuk memutus perkara dengan adil dan
berdasarkan kepatuhan.

Kedua, penelitian yang membahas terkait sistem perundang-undangan,
mengkaji penerapan dan penegakan hukum, asas-asas hukum dan pertentangan
dalam norma hukum. Penelitian pertama yang ditemukan adalah penelitian

oleh Lelly Kurniawati yang berjudul “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam

' Nida’ul Haque, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas) Daerah Istimewa Yogyakarta,” Tesis, Program Magister Hukum Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
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Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia”.!? Kesimpulan dari
penelitian tersebut adalah penyelesaian norma yang berkonflik dalam
penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan asas hukum Lex posterior
derogat legi priori. Permenkum HAM Nomor 14 Tahun 2019 dan sebagian
pasal dalam Permenkop UKM Nomor 9 tahun 2018 adalah aturan yang berlaku
sah mengenai pengesahan badan hukum koperasi di Indonesia.

Penelitian selanjutnya oleh Antonius Tommy yang berjudul “Analisa
Yuridis Tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit Yang Dirampas Untuk
Dilelang Dan Hasilnya Dimasukkan Ke Dalam Kas Negara”.!3 Kesimpulan
yang dihasilkan dari penelitian tersebut yaitu keputusan Pengadilan Niaga PN
Jakarta Pusat  No. 11/Pdt.Sus-GugatanLain-1ain/2018/PN.JKT.PST
bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena melanggar prinsip
keadilan. Karena aset tersebut penting untuk pemulihan kerugian masyarakat.

Penelitian lainnya oleh Chris Januardi yang berjudul “Pengaturan
Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertahanan Ditinjau Dari

Kepastian Hukum”.'* Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu kepala desa

12 Lelly Kurniawati, “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum
Koperasi Di Indonesia” Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta
(2020).

13 Antonius Tommy, “Analisa Yuridis Tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit Yang
Dirampas Untuk Dilelang Dan Hasilnya Dimasukkan Ke Dalam Kas Negara (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/PDT.Sus-GugatanLain-1ain/2018/PN.JKT.PST),” Tesis,
Program Magister [lImu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2020).

14 Chris Januardi, “Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik
Pertahanan Ditinjau Dari Kepastian Hukum,” T7esis, Program Magister [lmu Hukum Universitas
Islam Malang (2023).
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dapat mencegah konflik pertanahan dengan memanfaatkan kepastian hukum,
seperti memperkuat peraturan desa yang berkaitan dengan masalah keamanan,
mengatur birokrasi pertanahan yang berkenaan dengan sumber masalah,
mengambil langkah antisipatif untuk menanggulangi dan mengatasi konflik
yang mungkin terjadi, mempromosikan keikutsertaan dan pembinaan
masyarakat, dan pemetaan tanah yang rawan masalah.

Berdasarkan penelitian-penelitian lampau yang telah diuraikan di atas,
tampak perbedaan dari penelitian ini. Penelitian ini mencoba meneliti terkait
status hukum bagi BASYARNAS sebagai forum alternatif penyelesaian
sengketa di Indonesia pasca diresmikannya Undang-undang Nomor 4 Tahun
2023 yang juga berkaitan dengan Peraturan OJK Nomor 61 tahun 2020.
Penelitian ini menguraikan status hukum yang terjadi pada BASYARNAS
setelah diberlakukannya peraturan terbaru yang membatasi ruang gerak
BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa syariah. Pokok pembahasan
kedua dalam penelitian ini terkait dengan penerapan sistem perundang-
undangan. Sistem ini merujuk pada penerapan dan perubahan hukum.
Penelitian ini mengkaji tentang perubahan hukum.

Uraian di atas merupakan pembeda pada penelitian ini dan penelitian
terdahulu yang merupakan suatu kebaharuan atau novelty dalam sebuah
penelitian ilmiah. Tujuannya adalah sebagai pembahasan dan tambahan
wawasan dari penelitian sebelumnya yang belum sepenuhnya diuraikan dalam

penelitiannya.



12

E. Kerangka Teori
1. Teori Perubahan Hukum

Struktur konseptual yang dikenal sebagai "teori perubahan hukum"
diterapkan untuk menganalisis perkembangan hukum dari masa ke masa.
Teori ini bertujuan untuk menguraikan alasan, cara, dan situasi yang
memicu terjadinya perubahan hukum, serta menyoroti berbagai faktor yang
memengaruhi proses perubahan tersebut dan dampaknya. Dalam kajian ini,
sejumlah variabel seperti perkembangan teknologi, dinamika budaya,
kondisi politik, aspek ekonomi, dan hukum itu sendiri menjadi fokus

analisis.

Selain itu, ada ide-ide lainnya berkenaan dengan teori perubahan
hukum, yaitu pembaruan hukum, adopsi hukum, dan penolakan hukum.
Pembaruan hukum berfokus pada penciptaan ide-ide terbaru atau inovasi
terhadap hukum yang sudah ada untuk mengatasi perubahan sosial.!®
Adopsi hukum adalah proses transfer hukum dari satu sistem hukum ke
sistem hukum lain. Penolakan hukum adalah pertentangan terhadap suatu
aturan ataupun undang-undang yang ada.'¢

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa perubahan hukum
dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk berdasarkan kapan mereka terjadi

dan bagaimana mereka berdampak, yaitu:

15 Eman Suherman, dkk., “Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum
Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Madinah Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 2 (2023), him. 203.

16 Ibid.
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a. Perubahan yang berasal dari masyarakat sebagai elemen eksternal
sistem hukum, namun hanya memengaruhi sistem hukum itu sendiri
dan berhenti di sana, layaknya peluru yang mengenai targetnya.

b. Perubahan yang bermula di luar sistem hukum, melalui sistem hukum
(bersamaan atau tanpa mekanisme internal khusus), dan pada akhirnya
berdampak kembali kepada masyarakat sebagai bagian dari lingkungan
eksternal hukum.

c. Perubahan yang muncul dalam sistem hukum dan memberikan
pengaruh yang terbatas hanya pada sistem hukum itu sendiri.

d. Perubahan yang dimulai dalam sistem hukum, namun kemudian meluas
keluar dan memberikan dampak terhadap masyarakat di luar sistem
hukum tersebut.

Tuntutan diberlakukannya perubahan hukum bermula karena
muncul perbedaan antara situasi masyarakat, hubungannya, dan kenyataan
dengan peraturan yang berlaku. Dimana kesenjangan tersebut telah
menimbulkan respon yang berbeda-beda sehingga perubahan hukum perlu
dilakukan. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perubahan hukum,
yang pertama adalah perubahan dalam bentuk abstrak umum, maksudnya
adalah hukum dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas
atau sarana untuk mengatur sosial. Contohnya adalah perubahan hukum
yang terjadi karena dampak dari perubahan sosial tanpa mengubah bentuk

formalnya atau disebut perubahan penerapan.
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Kedua, perubahan peraturan secara formal, yaitu perubahan yang
terjadi untuk mengubah struktur dan dipandang sebagai alat social
engineering. Contohnya penetapan UUD 1945 mengubah secara
keseluruhan sistem pemerintah dan kehidupan masyarakat atau disebut

dengan pembaharuan hukum.

2. Prinsip Maslahah
Maslahah tercipta dari bahasa Arab bermakna sikap-sikap yang
memotivasi kebajikan manusia. Maslahah dapat didefinisikan sebagai
segala apaun yang memiliki kemanfaatan untuk manusia, baik dalam
arti mempengaruhi atau mendatangkan, seperti mendatangkan faedah
atau kesejahteraan, atau menentang atau menghindari, seperti
menentang kerusakan atau kemudharratan. Oleh sebab itu, segala
sesuatu yang mengandung faedah harus disebut maslahah, dengan
begitu maslahah meningkatkan kebaikan manusia.'”
Berikut ini adalah beberapa perspektif tokoh tentang definisi
terminologi maslahah:
a. Al-Gazali berpendapat yaitu maslahah semula bermakna suatu hal
yang membawa kesejahteraan dan menghindari kerugian. Tetapi,
secara  fundamental, = maslahah  adalah upaya  untuk

mempertahankan tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum.

17 Amir Syarifudin, Usul Fikih (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 565.
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Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima
tujuan utama syariat.

b. Al-Khawarizm1 berpendapat definisi yang sejalan dengan Al-
Ghazali, yakni maslahah merupakan perlindungan terhadap tujuan
syariat dengan cara menjauhkan hal negatif dari manusia.

c. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam pada karyanya Qawa‘id al-Ahkam
menjelaskan bahwa secara hakiki maslahah adalah bentuk dari
kesenangan dan kenikmatan, sedangkan secara kiasan, maslahah
merupakan segala sesuatu yang menjadi sebab munculnya
kebahagiaan dan keberkahan tersebut.

d. Al-Syatib1 melihat maslahah melalui dua sisi. Pertama, secara
praktis maslahah berkaitan dengan keberlangsungan hidup
manusia, kesempurnaan hidupnya, serta terpenuhinya kebutuhan
yang bersifat naluriah dan rasional. Kedua, maslahah dipahami
sebagai dasar bagi tuntutan syariat, yakni tujuan utama dari
ditetapkannya hukum dalam Islam.

e. Al-Thufi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam
bukunya al-Maqgasid al-‘Ammah li al-Syari‘ah al-Islamiyyah,
mendefinisikan maslahah sebagai faktor penyebab yang
mengantarkan pada tercapainya tujuan syariat, baik dalam aspek

ibadah maupun adat (kebiasaan).

Berlandaskan seluruh definisi maslahah yang diuraikan oleh para

cendekiawan tersebut, maka Kesimpulan yang dapat dipahami ialah
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maslahah merupakan segala sesuatu yang disangka baik oleh manusia
dan searah dengan tujuan Islam dalam menetapkan aturan untuk

mengundang kebajikan dan menghindarkan umat dari kesengsaraan.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris, yakni metode
penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau pelaksanaan
ketentuan hukum secara nyata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di
masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan data primer yang bersumber
langsung dari informan atau masyarakat sebagai sumber utama.
Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan penelitian lapangan (field research)
dengan mengamati dan menganalisis realitas hukum, termasuk perilaku,
sikap, tanggapan, serta penilaian masyarakat yang berkaitan dengan isu

yang diteliti.

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah jenis
penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggambarkan suatu
keadaan atau fenomena secara apa adanya dan menyeluruh. Dalam
penelitian yang menggunakan kualitatf deskriptif, akan mendeskripsikan

keadaan yang akan diamati di lapangan dan mengungkapkan sikap,
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pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi secara nyata di

lapangan terkait permasalahan dalam penelitian.

. Sumber data

Pada yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penelitian ini
menggabungkan antara penelitian hukum yuridis dengan penelitian hukum
empiris, sehingga data yang diolah dalam penelitian adalah data primer
serta data sekunder:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung melalui
subjek penelitian, atau sumber utama dengan kata lain adalah objek
pada peneilitian. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang
diolah berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan, yaitu
pegawai mapaun arbiter yang ada pada BASYARNAS. Selain itu,
sumber data primer diperoleh dari dokumen regulasi yang menjadi
objek penelitian yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2023 dan POJK No.
61 Tahun 2020.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang diolah
melalui pihak atau sumber tidak langsung, yang berfungsi sebagai
pelengkap terhadap data utama, meliputi literatur akademik dan aturan
hukum yang relevan, laporan sengketa-sengketa yang terdaftar di

BASYARNAS dan penelitian terkait fokus pembahasan.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Pada praktiknya, metode pengumpulan dan analisis data dalam
penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan menganalisis secara langsung situasi dan tanggapan pada suatu
permasalahan, di mana peneliti menggunakan pancaindra untuk
merekam dan menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian.
b. Wawancara
Wawancara merupakan langkah dalam menghimpun informasi
dalam rangka penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung
antara peneliti dan informan. Dalam konteks penelitian ini, informan
yang dimaksud meliputi pegawai serta arbiter yang berada di
lingkungan Lembaga BASYARNAS.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui pencacatan atau menghimpun berbagai dokumen yang relevan

dengan topik atau objek yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses menganalisis informasi untuk

mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting. Tujuan utamanya



19

adalah agar menambah wawasan yang cukup luas mengenai data, yang
kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pada penelitian

ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan penelitian ini secara teknis berpedoman pada buku
pedoman penulisan tesis. Teknik penulisannya terbagi dalam 3 (tiga) aspek
utama yaitu bagian awal yang mencantumkan lembar sampul dan beberapa
lembaran lain yang diletakkan sebelum lembar yang mencantumkan bab,
bagian inti ialah lembaran yang telah mencantumkan beberapa bab yang
susunan penulisannya diselaraskan pada spesifikasi pendekatan penelitian
kualitatif, bagian akhir memuat daftar rujukan maupun lampiran-lampiran yang
relevan dengan penelitian. Penelitian ini terdari dari 5 (lima) bab yang saling
berkaitan satu dengan yang lain secara sistematis.

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, membahas berbagai hal seperti
latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus
utama, tujuan penelitian, serta manfaat atau pentingnya penelitian ini. Selain
itu, juga mencakup tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian
sebelumnya yang memiliki topik serupa, kerangka teori atau kerangka berpikir,
metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.
Pembahasan dalam bab ini menjadi acuan dan landasan bagi penelitian yang

akan dilaksanakan.
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Pembahasan bab kedua berfokus pada beberapa teori dan referensi yang
mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori kepastian hukum yang
dikhususkan pada teori status hukum dan asas-asas dalam penyelesaian konflik
hukum.

Pembahasan bab ketiga merupakan gambaran umum terkait data dalam
penelitian, maka dalam bab ini akan diawali dengan uraian terkait gambaran
umum tentang BASYARNAS baik dari latar belakang sejarah, dasar hukum,
dan instrumen lain yang menjelaskan keseluruhan tentang BASYARNAS.
Pembahasan kedua akan menguraikan dan menjelaskan terkait peraturan
perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 yang
juga berkaitan dengan Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 mengenai
alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan. Dalam sub-bab kedua
menjelaskan tentang isi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, perubahan
pada perundang-undangan sebelumnya dan dampak penerapannya.

Pembahasan bab keempat berisikan tentang analisis dari data yang
diperoleh pada bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini menganalisa
fenomena perubahan hukum terkait lembaga alternatif penyelesaian sengketa
terhadap BASYARNAS yang akan mengkaji mengenai status hukum dan
fungsi BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi.

Bab terakhir adalah bab penutup, yang tersusun dari kesimpulan dan
saran. Kesimpulan memberikan ringkasan hasil analisis rumusan masalah dan
hasil telaah penelitian ini. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang diberikan

berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan telah membawa konsekuensi yuridis
terhadap terbatasnya pilihan forum penyelesaian sengketa di sektor jasa
keuangan, termasuk sengketa ekonomi syariah. Sentralisasi penyelesaian
sengketa kepada LAPS-SJK sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut telah
secara tidak langsung melemahkan eksistensi dan kewenangan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS), yang sebelumnya memiliki peran strategis
dalam penyelesaian sengketa berbasis akad syariah. Akibatnya, BASYARNAS
tidak lagi menjadi pilihan dominan dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah, karena preferensi hukum telah digiring kepada satu entitas

penyelesaian sengketa tunggal di bawah pengawasan OJK.

Kendati demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam,
keberadaan LAPS-SJK dapat dikatakan memberikan kemaslahatan yang
signifikan dalam konteks efektivitas penyelesaian sengketa di sektor jasa
keuangan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, prosedur yang lebih

adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta sistem pelayanan yang cepat,
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murah, dan mudah diakses, LAPS-SJK dinilai mampu mewujudkan tujuan
hukum Islam (magqasid al-syari‘ah), khususnya dalam hal menjaga harta (hifz
al-mal), menegakkan keadilan, serta mencegah mudarat akibat lambannya
proses penyelesaian hukum. Dengan demikian, meskipun terdapat pergeseran
kewenangan dari lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS ke arah
sentralisasi pada LAPS-SJK, hal ini tetap dapat dipahami sebagai bagian dari
ijtihad kelembagaan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan publik secara

lebih luas dalam ranah ekonomi kontemporer.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar
BASYARNAS melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh guna
memperkuat eksistensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi
syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Reformasi tersebut meliputi
peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami hukum ekonomi
syariah secara mendalam, modernisasi infrastruktur pelayanan berbasis digital,
serta ekspansi jaringan kelembagaan ke berbagai wilayah strategis. Selain itu,
diperlukan upaya membangun sinergi lintas kelembagaan, khususnya dengan
otoritas syariah dan regulator keuangan, agar BASYARNAS mampu sejajar
secara kelembagaan dan fungsional dengan LAPS-SJK dalam konteks sistem
penyelesaian sengketa nasional.

Di sisi lain, LAPS-SJK juga perlu menjamin adanya keselarasan
antara prinsip-prinsip hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam

penyelesaian setiap sengketa ekonomi syariah. Untuk itu, dibutuhkan integrasi
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pendekatan yuridis dan normatif Islam, baik melalui pelibatan ahli fikih
muamalah sebagai mediator atau arbiter syariah maupun dengan menjadikan
fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai referensi utama dalam penanganan kasus
syariah. Hal ini penting agar LAPS-SJK tidak hanya efektif secara prosedural,
tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan substantif dan menjaga
kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dengan demikian,
kedua lembaga ini dapat saling melengkapi dan memperkuat ekosistem
penyelesaian sengketa yang adil, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai

syariah.
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